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ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat tergantung pada
tersedianya sistem pengangkutan. Daiam hal ini dengan menggunakan
transportasi dapat menciptakan suatu barang/komoditas berguna menurut
waktu dan tempat. Pada sisi lain penggunaan alat-alat transportasi, seperti
angkutan perkotaan, dapat menimbulkan berbagai dampak terhadap
lingkungan, karena berbagai moda transportasi bekerja dengan
menggunakan energi bahan bakar minyak yang menyisakan emisi gas buang
berupa CO dan gas jenis lain yang biasa disebut dengan gas rumah kaca.
Berdasarkan penelitian yang sangat mendalam yang dilakukan oleh
masyarakat internasional, diyakini bahwa gas-gas rumah kaca yang
diproduksi oleh kegiatan manusia ini merupakan penyebab utama terjadinya
pemanasan global (global warning) yang dapat membawa bencana seperti
meningkatnya permukaan air laut, merubah siklus musim, menimbulkan
bencana di muka bumi, maka oleh masyarakat internasional yang dimotori
oleh PBB telah melahirkan sejumlah kesepakatan dalam penanganan
pemanasan global ini melalui konvensi PBB tentang Perubahan Iklim
(Climate Change) yang ditindaklanjuti dengan lahimya Protokol Kyoto
sebagai indikator nyata keterlibatan negara-negara dalam upaya
pengurangan emisi gas buang dengan berbagai bentuk gas rumah kaca.
Indonesia sebagai negara berkembang dan sebagai pemilik hutan tropis
terbesar ketiga di dunia sejak awal pembahasan masalah pemanasan global
ini terus aktif mengikuti berbagai perkembangan yang terjadi yang
dilakukan oleh masyarakat internasional. Sehingga berdasarkan keadaan ini
yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) bagaimana
komitmen dan peran Pemerintah Indonesia dalam upaya mengendalikan
pemanasan global dengan menekan laju pertambahan gas rumah kaca; 2)
Sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia bagaimana peran
Pemerintah Kota Binjai dalam mempersiapkan sistem transportasi yang
berkelanjutan yang memiliki visi ramah lingkungan; 3) Bagaimana
hubungan antara pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Balai
Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Binjai dalam
upaya mengurangi laju pertumbuhan gas rumah kaca yang dapat memicu
terjadinya pemanasan global. Dengan pendekatan juridis normatif penelitian
ini mencoba menganalisis berbagai instrumen hukum yang ada kaitannya
dengan pemanasan global mulai dari tingkat global seperti konvensi-
konvensi, tingkat nasional sampai dengan produk-produk peraturan di
tingkat daerah. Setelah dilakukan analisis terhadap berbagai ketentuan
hukum yang disebutkan itu didapat kesimpulan bahwa Pemerintah Indonesia
memiliki komitmen yang kuat dalam penanganan isu pemanasan global.
Sementara yang berhubungan dengan Kota Binjai sebagai lokasi penelitian

UNIVERSITASMEDAN AREA ;



ini didapat kesimpulan bahwa meskipun Pemerintah Kota Binjai melakukan
pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor, akan tetapi orientasinya
masih belum difokuskan pada upaya-upaya dari aspek lingkungan untuk
berperan dalam penurunan jumlah emisi gas buang berupa gas-gas rumah
kaca. Sejalan dengan kesimpulan ini disarankan kepada Pemerintah Kota
Binjai dalam pelaksanaan iklim otonomi daerah dapat mengupayakan
inisiatif daerah untuk menjalankan kebijakan pengujian kendaraan bermotor
oleh Balai yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Binjai dengan visi
pengurangan laju penambahan gas rumah kaca. Diharapkan juga kepada
Pemerintah Repbulik Indonesia untuk dapat secepatnya meratifikasi
Protokol Kyoto, sebab semakin cepat diratifikasi semakin cepat Indonesia
dapat mempersiapkan berbagai instrument pendukung yang diperlukan
untuk itu.
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ABSTRACT

The economy growth of a country shall depend greatly on the existence of
transportation system. It is recognized that by the use of transportation may give rise
a commodity valuable based time and place. On other side, the use of transportation
unit such as urban transportation, however shall cause some impact on environment,
there mostly transportation operate by using energy of fuel then emitting any exhaust
in CO and other sort of gases usually called with a green house gas. Refers to a very
depth research conducted by international society assumed that the green house gases
produced by this human activity known as the main causes occurring global warning
that able cause disasters such as rising sea level, changing cycle of season, cause also
disaster in earthquake, thus the international society sponsored by UN has created
several agreement in handling this global heat through a UN convention regarding a
Climate Change followed with an emerging Kyoto Protocol as a real indicator
involvement the nations in an effort eliminating the exhaust emission with various
types of green houses. Indonesia as a developing country and having the third largest
tropical forest on the world since early discussing the problem of this global heat
seemly active to follow a staged progress occurring as international society
performed. Therefore, according to this situation, perhaps seen the problem to this
study are 1) how the commitment and the role of Indonesia govemment in order to
control global heating by press the speed of duplication of green house gas down; 2)
as the part of the Republic Indonesia tervitory how the role of City Government of
Binjai in providing a transportation system sustainable having own vision with
environmental familiar; 3) how the relationship between the trials of motor vehicle
conducted by the City Board of Testing on Motor vehicle of Transportation Service
of Binjai in an effort to reduce the speed growing down of green house that able to
accelerate occurring the global heating. By a normative juridical approach this study
is to analyze various legal instruments having relation with a global heating starting
from a global setting such as by conveations, in national setting either ranging to a
regulation products local in domestic. Following conducing analysis to various legal
rules as mentioned above taken a conclusion that the Indonesian government has a
firmly commitment in handling global heating issue. While in regarding to the
existence of a City then Binjai as the location for research there taken a conclusion
that although the City Government of Binjai hold a test on exhaust of motor vehicle,
it is however the orientation still not focused yet on the efforts of environmental
aspects to play role mainly in decreasing total emission of exhaust with a green house
gases. In referring to this conclusion, is suggested to the City Government of Binjai in
implementing the local autonomy climate, then it can be encouraged with a local
initiative in authority to make own local policy for testing the mobiles by local Board

viil
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testing for the Motor vehicles with the vision is to eliminate speed of exhausting run
out. In addition, the government of Republic of Indonesia is urged immediately ratify
the Kyoto Protocol. Please note, more quick to ratify it then more quickly Indonesia
could prepare various supporting instruments as required for it.
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AR, TTRRLE S e RN
BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi membutuhkan jasa angkutan yang cukup dan
memadai. Tanpa adanya transportasi sebagai sarana penunjang tidak dapat
diharapkan tercapainya hasil yang memuaskan dalam usaha pengembangan
ekonomi dari suatu Negara. Tiap Negara, bagaimanapun tingkatan perkembangan
ekonominya, dalam rangka menyusun sistem transportasi nasional atau dalam
menetapkan policy transportasi nasional harus menentukan terlebih dahulu tujuan-
tuyjuan mana yang membutuhkan jasa angkutan dalam sistem transportasi
dimaksud.! Dalam kebijakan nasional Indonesia, untuk angkutan ini khususnya
moda angkutan darat ditentukan bahwa transportasi di jalan sebagai salah satu
moda transportasi tidak dapat dipisahkan dari moda-moda transportasi lain yang
ditata dalam sistem transportasi nasional yang dinamis dan mampu mengadaptasi
kemajuan di masa depan, mempunyai karakteristik yang mampu menjangkau
seluruh pelosok wilayah daratan dan memadukan moda transportasi lainnya, perlu

lebih dikembangkan potensinya dan ditingkatkan peranannya sebagai penghubung

"H.A. Abbas Salim, Manajemen Transportasi, Rajawali Press, Jakarta, 1993, halaman 1.
1
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wilayah baik nasional maupun internasional, sebagai penunjang, pendorong, dan
penggerak pembangunan nasional demi peningkatan kesejahteraan rakyat.’

Kenyataan menunjukkan bahwa ada hubungan antara tingkatan dari
kegiatan ekonomi dengan kebutuhan menyeluruh akan angkutan, dengan
perkataan lain kalau aktifitas ekonomi meningkat maka kebutuhan akan angkutan
juga meningkat pula’® Dari kenyataan ini dapat dilihat bahwa transportasi
merupakan sarana dasar untuk pembangunan ekonomi dan perkembangan
masyarakat serta pertumbuhan industrialisasi. Dengan adanya transportasi
menyebabkan, adanya spesialisasi atau pembagian pekerjaan menurut keahlian
sesuai dengan budaya, adat istiadat suatu bangsa dan daerah. Pertumbuhan
ekonomi suatu negara atau bangsa sangat tergantung pada tersedianya
pengangkutan dalam negara atau bangsa yang bersangkutan.® Dalam hal ini,
dengan menggunakan transportasi dapat menciptakan suatu barang/komoditas
berguna menurut waktu dan tempat (Time utility and place utility).

Salam transportasi dapat dilihat ada dua kategori, yaitu : pertama,
pemindahan bahan-bahan dan hasil-hasil produksi dengan menggunakan alat
angkut, kedua, mengangkut penumpang dari satu tempat ke suatu tempat lain.
Dengan lain perkataan transportasi merupakan kegiatan pemindahan barang

(muatan) dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain.

? Lihat Konsiderans Menimbang huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Departemen Perhubungan, Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat, Jakarta, 1993.

? A. Abbas Salim, Op. Cit. halaman 2.
% Ibid, halaman 6.
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